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Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Keluarga Besar
Usman di Kota Jayapura terkait dengan pentingnya kesadaran hukum. Kegiatan ini mengqunakan metode ceramah
serta diskusi dan tanya jawab. Melalui ceramah peserta akan diberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran
peningkatan kesadaran hukum. Pemateri yang ahli dibidangnya akan memberikan wawasan yang komperhensif
sehingga diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku ini akan
membawa kesadaran hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

Kata Kunci - Upaya Peningkatan, Kesadaran Hukum, Jayapura

Abstract

This Community Service activity aims to provide understanding to the Usman extended family in Jayapura City
regarding the importance of legal awareness. This activity uses lecture methods as well as discussion and question
and answer. Through lectures, participants will be given explanations and information regarding the picture of
increasing legal awareness. Presenters who are experts in their fields will provide comprehensive insight so that it is
hoped that they can provide knowledge and understanding of applicable legal regulations, which will bring legal
awareness to a higher level.
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PENDAHULUAN

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat
kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu
masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan
dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat
sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang
kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan
sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar
belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.
Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap
hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam
hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya
takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soekanto (1982:182), menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak
didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau
sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan
efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum
yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian
hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar
akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran
dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari
dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan
menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga
pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan
kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku
sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak
dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan
peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan memberikan
materi melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang
penting dalam penyuluhan, melalui ceramah peserta diberikan penjelasan dan informasi mengenai
sistematika penulisan skripsi. Pada tahap ini pemateri juga memberikan pengetahuan terkait pentingnya
kesadaran di dalam masyarakat.

Selain ceramah, diskusi merupakan metode yang interaktif dan memungkinkan peserta untuk
berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang kesadaran hukum di dalam masyarakat. Peserta juga
dapat menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami kepada pemateri. Program Pengabdian
Masyarakat (PKM) ini dilakukan di Pantai Hol Kota Jayapura dengan tujuan untuk memberikan
pemahaman kepada Keluarga Besar Ikatan Keluarga Usman tentang pentingnya kesadaran hukum dalam
keluarga dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 20 Oktober 2024, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dari pukul
09.00 hingga 12.00 bertempat di Pantai Hol Kota Jayapura. Edukasi Hukum yang diselenggarakan oleh
Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua dan
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Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang hukum
pada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh 30 peserta dari Keluarga Usman. Tujuan edukasi hukum ini
adalah memberikan pemahaman hukum kepada keluarga usman.

Persoalan mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk
mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul
dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu
problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa
atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat ? Permasalahan tersebut timbul karena dalam
kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum.
Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar
berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang
profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan
itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interdepedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung
pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum
merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat
dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan
diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri
dalam bentuk perundang-undangan.

Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soekanto (1985:9) mengartikan kesadaran hukum sebagai
“keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating (keajegan)
maupun beslissigen (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap
dalam sanubari manusia”. Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum
itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian
dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu
bentuk perilaku yang sadar hukum.

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada
setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup
kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang
seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri
manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan
ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang
harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakn
bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak
sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak
patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum.
Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk
pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua
hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum
tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan
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dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat
mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang
ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran
hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono
Soekanto mengemukakan bahwa “untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat
empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum
dan pola perilaku hukum”. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu
mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkapkan apabila seseorang
mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya
merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.
Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh
hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis (Salman,
1993:40). Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang
diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa
masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi
peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian
terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang
yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut . Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan
seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan
tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada
kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan
melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan
terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika
hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai
nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan
penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorecki mengartikan sikap hukum (legal
attitude) sebagai :

a. adisposition to accept some legal nomorrm or precept because it deserve respect as valid piece of law....
b. a tendency to accept the legal nomorrm or precept because it as appreciated as adventageous or useful....

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat
dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa
jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukan
sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukan taraf kesadaran hukum. Apabila
masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki
masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum
yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan
bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan
masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi kesadaran hukum antara
lain sebagai berikut :

a. Compliance,

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk

menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak

didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih
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didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan
akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum

tersebut.

b. Identification,

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar

supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang

memegang kekuasaan.

c. Internalization
pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarekan secara intrinsik kepatuhan
tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari
pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.
Hasil dari proses tersebut adalah suatu komformitas yang didasarkan pada motivasi secara
intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari
kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau
pemegang kekuasaan maupun pengawasanya.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin
kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara
pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang
dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah
berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-
ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah
yang dikehendaki.

Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan
pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung
tidak ada ketaatan hukum. Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali
jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan
perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertuluis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang
dibolehkan.

2. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki
seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari
peraturan tersebut.

3. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau
menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat
atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi
terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku HukumYang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan
hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh
mana masyarakat mematuhinya.

Selesai narasumber menyampaikan materi tentang kesadaran hukum, maka dilanjutkan pada
kegiatan tanya jawab dan diskusi. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait
dengan upaya peningkatan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Pada kegiatan ini, terdapat banyak
peserta yang mengajukan pertanyaan, para peserta antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Selain itu,
peserta diperbolehkan berdiskusi kepada narasumber mengenai kesadaran hukum atau masalah-masalah
hukum yang sedang berkembang di dalam masyarakat.
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Pelaksanaan Kegiatan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

KESIMPULAN

Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat yang berupa edukasi hukum tentang “Upaya
Peningkatan Kesadaran Hukum di lingkungan Keluarga Usman Kota Jayapura” ini telah memberi manfaat
kepada masyarakat. Tentu diharapkan makin terbentuk tingkat kesadaran hukum dari para masyarakat
yang lebih tinggi.
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Terima kasih pemateri/narasumber ucapkan kepada ketua keluarga besar usman di Kota Jayapura
serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Apresiasi untuk Prodi Hukum Universitas
Muhammadiyah Papua yang telah memfasilitasi semua proses pengabdian.
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